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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat ulama
mengenai pemberian radd kepada suami atau istri dalam hukum kewarisan Islam.
Mayoritas ulama berpendapat bahwa suami atau istri tidak berhak menerima radd,
sedangkan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI) membolehkan pemberian
radd kepada suami atau istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat
pengajar Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru mengenai pemberian radd kepada
suami atau istri dalam Pasal 193 KHI serta mengetahui dasar pemikiran hukum
yang digunakan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif
kualitatif. Penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru dengan
subjek penelitian lima orang pengajar yang memiliki kompetensi di bidang fikih
dan faraidh. Data diperoleh melalui wawancara terstruktur dan dokumentasi,
kemudian diolah melalui tahap editing dan matriksasi serta dianalisis secara
deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan adanya dua pendapat yang berbeda mengenai
pemberian radd kepada suami atau istri. Pendapat pertama menyetujui ketentuan
Pasal 193 KHI dengan pertimbangan kemaslahatan, keadilan, tidak berfungsinya
Baitul Mal secara ideal pada masa sekarang, serta adanya kontribusi pasangan
dalam kehidupan rumah tangga. Pendapat ini juga dikaitkan dengan pandangan
Utsman bin ‘Affan dan magashid syariah. Sementara itu, pendapat kedua tidak
menyetujui pemberian radd kepada suami atau istri karena berpegang pada
pendapat mazhab Syafi’i dan pandangan Zaid bin Tsabit yang tidak memberikan
radd kepada pasangan. Selain itu, terdapat pertimbangan untuk menghindari
konflik keluarga dan menjaga keharmonisan hubungan antar ahli waris. Dengan
demikian, perbedaan pendapat tersebut dipengaruhi oleh metode istinbath hukum,
pertimbangan maslahat, serta kecenderungan mengikuti mazhab tertentu dalam
memahami hukum kewarisan Islam.
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